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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dengan mempertimbangkan peran Indeks Maqasid Syariah (IMS) sebagai 

variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya efektivitas belanja 

daerah dalam menciptakan kemaslahatan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, 

khususnya dalam konteks otonomi fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan BPKAD Kabupaten 

Bojonegoro periode 2019–2023. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linear berganda 

dan Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan alat bantu SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. DAU memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan PAD 

berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, Indeks Maqasid Syariah tidak secara 

langsung memoderasi hubungan DAU terhadap belanja modal, tetapi memperkuat pengaruh 

PAD terhadap belanja modal. Skor IMS dihitung berdasarkan lima dimensi maqasid syariah: 

Hifz al-Din, al-Nafs, al-‘Aql, al-Nasl, dan al-Mal, dengan mengacu pada teori Houssem 

Eddine Bedoui. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid syariah dalam 

penganggaran daerah dapat meningkatkan kualitas belanja publik. Pemerintah daerah 

diharapkan mengoptimalkan PAD secara lebih produktif dan berkeadilan dengan berorientasi 

pada kemaslahatan. Penelitian ini juga merekomendasikan penerapan pengukuran IMS secara 

lebih sistematis dalam perencanaan keuangan daerah. 

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Indeks Maqasid 

Syariah, Kabupaten Bojonegoro 
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ABSTRACT  

 

This study aims to analyze the effect of General Allocation Fund (DAU) and Local 

Original Revenue (PAD) on Capital Expenditure of Bojonegoro Regency Government by 

considering the role of Maqasid Syariah Index (IMS) as a moderating variable. The 

background of this study is based on the importance of the effectiveness of regional spending 

in creating public welfare that is in line with sharia principles, especially in the context of 

regional fiscal autonomy. This study uses a quantitative approach with secondary data from 

the annual financial report of BPKAD Bojonegoro Regency for the 2019–2023 period. Data 

analysis was carried out using multiple linear regression tests and Moderated Regression 

Analysis (MRA) using SPSS tools. 

The results of the study show that DAU and PAD have a significant effect on capital 

expenditure. DAU has a positive but insignificant effect, while PAD has a positive and 

significant effect. Meanwhile, the Maqasid Syariah Index does not directly moderate the 

relationship between DAU and capital expenditure, but strengthens the effect of PAD on 

capital expenditure. The IMS score is calculated based on five dimensions of maqasid sharia: 

Hifz al-Din, al-Nafs, al-‘Aql, al-Nasl, and al-Mal, referring to Houssem Eddine Bedoui’s 

theory. 

This study concludes that the integration of maqasid sharia values in regional 

budgeting can improve the quality of public spending. Regional governments are expected to 

optimize PAD more productively and fairly by focusing on the public interest. This study 

also recommends the application of IMS measurements more systematically in regional 

financial planning. 

Keywords: General Allocation Fund, Local Original Income, Capital Expenditure, Maqasid 

Sharia Index, Bojonegoro Regency 
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